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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

l 
' 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 
Nomor 289/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja 
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat 
khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur; 

b. bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Gubernur 
Sumatera Selatan Nomor 289/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai 
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020. 

: l .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ;  

2.Undang-Undang.. 
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2. Undang-Undang 'omor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Uu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Uu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

-l. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 
Perencanaan Pembangunan 
Republih Indonesia Tahun 

Tahun 2004 tentang Sistem 
Nasional (Lembaran Negara 
2004 Nomor 104 .  Tambahan 

Lembar n Negara Repubiik Indonesia Nomor4421,  

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem KeuangantLembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

J  1 .  Peraturan Pemerintah Norn or 7 1  Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 0  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ;  

12.Peraturan Pemerintah.. 



12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6  tentang Perangkat 
Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019  Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402]; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 8  Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N o o r  6 1 7 8 ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94); 

16 .  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan 
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus 
Disease 2 0 1 9 ;  

1 7 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan edua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Norn or 310 ) ;  

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran 
Daerah Tahun Anggaran 2020 
Indonesia Tahun 2019 NOmor 655); 

19 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang 
Penyaluran dan Pengguna.an Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Um urn, clan Dana lnsentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanggu.angan Corona Virus Disease 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019  Di 
LingkunganPemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

2 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi An ca.man 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);  

22.Keptusan Bersama... 

Pendapatan dan Belanja 
(Berita Negara Republik 



Menetapkan 

-I 

22.  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 1 1 9 / 2 8 1 3 / S J  dan Nomor 177 /KMK.07/2020 
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019  (COVID-19) ,Serta Pengamanan Daya Beli 
Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
6 Tahun 2016  tentang Pembent.an dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016  Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ogan Ko mering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2 0 1 7  Nomor l ) ;  

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
5 Tahun 2019  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2 0 1 9  Nomor 5) .  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 
PERUBAHAN KETI A ATAS PERATURAN BUPATI OGAN 
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2 0 1 9  TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMER !NG ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 
Tahun 2019  ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai 

berikut: 

• Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Penvesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :  

( 1 )  Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(Berkurang) 
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

(2) Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/(Berkurang 
c. Jumlah Belanja setelah perubahan 

Rp .  

RD. 
Rp. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

1 .887 . 1 7 0 . 279 . 9 7 1 , 0 0  
[ I 1 1 . 3 6 4 . 5 0 6 1 5 6 , 0 0 ]  
1 .775 .805 .  773.815,00 

l.835 .870.779 .971 ,00 
(9 l .5 14 .506 . 156 ,00 )  

1 .744 .356 .273 .815 ,00 
Surplus/(Defisit) 
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Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan 

(3) Pembiayaan 
a. Penerimaan 

Semula 
Bertarnbah/ (Berkurang) 
Jurnlah Penerimaan Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 
Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan 
Setelah Perubahan 

Pembiayaan netto setelah per ·bahan 

(4) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp . 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

31.449.500.000,00 

245.000.000,00 
0,00 

245.000.000,00 

5 l.544.500.000,00 
[19.850.000.000,00y 
31 .694.500.000,00 

(31 .449.500.000,00) 

0,00 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 3 

9 3 . 5 6 1 . 2 8 4 . 2 1 8 , 0 0  

107.866.678.700,00 
[ 14 .305.394482,00 

Rp. 

Rp .  
Rp. 

( 1 )  Pendapatan yang dirnaksud dalam Pasal 2 ayat ( l )  terdiri dari : 
a .  Pendapatan Asli Daerah 

Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumiah Pendapatan As!i Daerah 
Setelah Perubahan 

b. Dana Perimbangan 
Semula Rp. 1 .288 .394 .231 .033 ,00  
Bertambah/(Berkurang) RD. (173.745.610.00 

Jumlah Dana Perimbangan. setelah Rp. 1 . 1 1 4 . 6 4 8 . 6 2 1 . 0 3 3 , 0 0  
perubahan 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Semula Rp. 490.909.370.238,00 
Bertambah/(Berkurang RD. 76.686.498.3206 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp. 567.595.868.564,00 
yang sah setelah perubahan 

621 .022 .794 .968,00 

722 .257 .950.177,00 
( 1 0 1 . 2 3 5 . 1 5 5. 2 0 9 , 0 0 ]  

1 . 1 2 3 . 3 3 3 . 4 7 8 . 8 4 7 , 0 0  

1 . 1 1 3 . 6 1 2 . 8 2 9 . 7 9 4 , 0 0  

9 . 7 2 0 . 6 4 9 . 0 5 3 ,0 0  

Rp. 
RD. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp . Bertambah /(Berkurang) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 
setelah perubahan 

b. Belanja Langsung 
Sernula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Langsung setelah 
Perubahan 

(2) Belanja yang dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

Semula 

(3JPendapatan Asli Daerah.. 
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1 6 . 1 0 3 . 4 1 8. 7 0 0 , 0 0  

17.369.378.700,00 
[1265.960.000,00] 

28 . 157.865.518 ,00  

41.197 .300 .000,00 
(  13.039.434.482.00) 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan pajak daerah 
setelah perubahan 

b. Hasil Retribusi daerah 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Hasil retribusi daerah 
setelah perubahan 

(3) Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  pada huruf 
(a) terdiri dar i :  
a. Hasil pajak daerah 

Semula 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
Semula Rp. 2.500.000.000,00 
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.00 

�---------�� 

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Rp. 2.500.000.000,00 
Daerah yang dipisahkan setelah 
Perubahan 

d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
Semula Rp. 46.800.000.000,00 
Bertambah/(Berkurang) Rn. Q.0O 

Jumlah Lain-lain pendapatan asli Rp. 46.800.000.000,00 
daerah yang sah setelah perubahan 

Pasal 3 ayat ( 1) pacla huruf (b) () Dana Perimbangan yang dimaksud dalam 
terdiri dari : 

a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Bagi hasil pajak dan Bukan 
Pajak setelah perubahan 

b. Dana Alokasi Umum 
Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Dana Alokasi Umum 
setelah perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

162. 770.755.033,00 
(33.771.309.000,00) 
128.  999.446.033,00 

837.045.521 .000,00 
(77 .832.  726.000.00) 

759 .212 .795 .000,00 

288.577.955.000,00 
[62 . 141575000,00J  

226.436.380 000,00 

73.358.000.000,00 

73.358.000.000,00 
0,00 

Rp 

Rp. 

Rp . Bertambah (Berkurang) 
Jumlah Penclapatan hibah setelah 
Perubahan 

(5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud clalam Pasal 3 ayat 
( 1 )  pada huruf (c) terdiri d a r i :  

a. Pendapatan hibah 
Semula 

b.Dana Bagi Hasil . . .  
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
Semula Rp. 83.375.890.068,00 
Bertambah/(Berkurang) RD 3.294.635.326,00 
Ju h D a b  i  Hasil  Pajak dari Rp. 86.670.525.394,00 
Pro si da Pe erintah Daerah Lainnya 
setei per n 

c. Dana Penvesue 1  un otonomi khusus 
emula 
3ertambah 
Jumiah Da 
husus sett 

Rp. 19 .826.331 .000,00 
rang) Rp (1.012.002.000. 

ayesuaian dan otonomiRp. 18 .5 14 .329 .000 ,00 
t  Derubahan 

emu' t  

B e t  b a h / ( e .  rang) 
Jur h Ba'ua keuangan dari 
Pre .nsi At Pemerintah Daerah 

d.  B 'uan keu; dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
Rp. 66.535.230.170,00 
Rp. 78.000.000.000,00 
RD. 144 535 .230 . 170 ,00 

e 

innv s lai perubahan 

na Des a 

S e m u . a  Rp. 247 .813 .919 .000 ,00 
Bert mi t urang) Rp. (3.296.135.000, 

nla' na Jesa setelah perubahan Rp. 244.517 .784.000,00 

654 .810 .572 .664,00 

671 .857.636.644,00 
( 1 7  .04 7 .063.980,00) 

Rp . 

Rp. 
Rp. 

(6) Bela. idak Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf 
(a) ter d a r i :  

a. Bela: • Pegawai 
s ula 
EB tambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Pegawai setelah 

perubahan 

b. Belanja Sunga 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Belanja subsidi setelah 
perubahan 

c .  Belanja subsidi 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja subs,di setelah 
perubahan 

d. Belanja hibah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja hibah setelah 
perubahan 

e. Belanja Bantuan Sosial 
Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
R 
Rp. 

Rp. 

RD. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
RD. 

8.000.000.000,00 
( l .300.000.000.00) 
6. 700.000.000,00 

1 .200.000.000,00 
0 00 

1 .200 .000.000,0 

7 1 .4 1 1 .4 6 0 .  750,00 
(905.200.000,00) 

70.506.260.750,00 

1 .225.000.000,00 
(  l  .225.000.000.00) 

0,00 

f.Belanja bantan . .  
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Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

45.494.048.033,00 

1 .000.000.000,00 
44.494.048.033,00 

344.622.597.400,00 

358.918.732.400,00 
(  14 .296 . 135 .000 ,00)  

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

• .  Belanja bantuan keuangan kepada 
Pemerintahan Desa 

Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja bantuan keuangan 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa setelah perubahan 

g. Belanja tidak terduga 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja tidak terduga 
setelah perubahan 

(7) Belanja Langsung vang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) 
tcrdiri dari : 
a. Belanja pegawai 

Semuia 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja pegawai setelah 
perubahan 

b. Belanja barang/jasa 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja barang/ jasa 
setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp .  
Rp. 

Rp. 

22.344.224.700,00 
[248.100.000,0O] 

22 .096 . 124 .700,00 

408.685.878 .165,00 
(80. 910.882.095.00)  
327.  774. 996.070,00 

2 7 1 . 1 5 1 . 6 7 4 . 1 9 8 , 0 0  

291 .227.847 .312 ,00  
(20 .076 . 173 . 1 14 ,00 )  

Rp. 

Rp. 

Rp. 

c. Belanja modal 
Semula 
Bertambah/(Berkura1 ;) 
Jumlah Belanja modal setelah 
perubahan 

(8) Penerimaan Pembiayaan Daerah vang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada 
huruf (a) terdiri d a r i :  
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

Semula Rp. 245.000.000,00 
Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 245.000.000,00 
tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 

29.150 .000.000,00 

49.000.000.000,00 
( l 9 .850.000.000,00) 

dalam Pasal 2 ayat (3) 

Rp. 

Rp. 
Rp . Bertambah /(Berkurang) 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang 
Setelah Perubahan 

(9) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud 
pada huruf (b) terdiri dari : 
a. Penyertaan modal ( investasiy Pemerintah Daerah 

Semula Rp. 2.544.500.000,00 

Bertambah/(Berkurang) D. 0.OO 
Jumlah Penyertaan modal (lnvestasi) Rp. 2.544.500.000,00 
Pemerintah Daerah setelah perubahan 

b. Pembayaran Pokok Utang 
Semula 

3.Ketentuan Pasal 4 . . .  
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 ber'unyi sebagai berikut: 

Pasal 4 
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

4 .  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana d imaksucl dalam Pasal 2 tercantum clalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini 

5. ietentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
Anggaran 2020. 

Pasal I I  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Ditetapkan di Martapura 

\ pada wnggal '6 n·, \ BCP.-\Tl OGAN K RING ULU TIMUR, 2020 

Diundangkan di Martapura 
' " pada tanggal o un 2020 SEKRETARIS DAERAH f KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

t 
H . M .  KH ID MD 

I BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4 
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